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Abstract Article 244 of the latest Indonesian Criminal Code (KUHP) prohibits racial and ethnic discrimination. 
However, its implementation is still subject to debate. This research aims to analyze the hadith perspective on 
Article 244 of the new Criminal Code regarding racial and ethnic discrimination. This research uses qualitative 
methods with a text analysis approach. Information is collected from hadith books and other related literature. 
Information is analyzed using deductive and inductive methods. The research results show that the hadith has a 
perspective that is in line with Article 244 of the new Criminal Code regarding racial and ethnic discrimination. 
These hadiths teach that all humans are equal before Allah SWT, and there should be no discrimination based 
on race or ethnicity. This research recommends that the new interpretation of Article 244 of the Criminal Code 
considers the hadith perspective. This is important to ensure that the application of this article does not violate 
the principles of justice and equality. 
Keywords: Discrimination. Race and ethnicity, Hadith, Law, Article 244. 
 
Abstrak. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terbaru melarang diskriminasi ras 
dan etnis. Namun, penerapannya masih menuai perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
perspektif hadits terhadap Pasal 244 KUHP baru terkait diskriminasi ras dan etnis. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks. Informasi dikumpulkan dari kitab hadits dan literatur terkait 
lainnya. Informasi dianalisis dengan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits 
memiliki perspektif yang sejalan dengan Pasal 244 KUHP baru terkait diskriminasi ras dan etnis. Hadits-hadits 
tersebut mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah SWT, dan tidak boleh ada diskriminasi 
berdasarkan ras atau etnis. Penelitian ini merekomendasikan agar interpretasi Pasal 244 KUHP baru 
mempertimbangkan perspektif hadits. Hal ini penting untuk memastikan penerapan pasal tersebut tidak 
melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. 
Kata Kunci: Diskriminasi. Ras dan etnis, Hadits, Hukum, Pasal 244. 
 
 
LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara majemuk dengan beragam suku bangsa dan etnis. 

Keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Namun, dalam 

kenyataannya, diskriminasi ras dan etnis masih terjadi sehingga dapat memicu konflik dan 

perpecahan bangsa.(Armiwulan, 2015). Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) Indonesia mengatur tentang larangan diskriminasi ras dan etnis. Namun, penerapan 

pasal ini masih menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain, Rumusan pasal yang dianggap masih ambigu dan kurang jelas, Kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang diskriminasi ras dan etnis, serta Penegakan hukum yang 

masih lemah. 

Pada tahun 2022, pemerintah telah mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

KUHP baru yang memuat perubahan pada Pasal 244.(BPHN, 2022). Perubahan ini 

diharapkan dapat memperkuat larangan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis perspektif Hadits terhadap Pasal 244 KUHP baru terkait 
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diskriminasi ras dan etnis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara 

Indonesia. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. 

Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan pendekatan sosiologis, antropologis, 

dan hukum. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji perspektif Hadits terhadap 

diskriminasi ras dan etnis. Al-Qur’an dan Hadits, buku buku mengenai Hukum Islam,Jurnal-

jurnal ilmiah mengenai diskriminasi ras dan etnis, serta Rancangan RUU KUHPidana baru 

merupakan literatur yang relevan dan membantu dalam penelitian ini. Prinsip-prinsip 

keadilan dan kesetaraan serta Larangan diskriminasi ras dan etnis dalam hadits, Rumusan 

pasal, makna dan tujuan pasal, Implikasi terhadap diskriminasi ras dan etnis dalam Pasal 244 

KUHP baru, Persamaan dan perbedaan antara perspektif Hadits dan Pasal 244 KUHP baru 

dan Kontribusi perspektif Hadits dalam memahami dan menerapkan Pasal 244 KUHP baru 

menjadi dasar dari dibentuknya materi pembahasan jurnal ini. 

 

METODE PENELITIAN 

Jurnal ini menggunakan Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan 

secara deskriptif-analitis. Atau biasa dikenal juga dengan metode review jurnal dan studi 

pustaka dengan cara mengumpulkan data referensi-referensi jurnal dan data data studi 

pustaka yang ada di internet maupun dibuku-buku cetak, membaca jurnal maupun buku cetak 

yang sudah dikumpulkan, kemudian diolah menjadi bahan materi yang saya sampaikan. 

Pengumpulan bahan untuk materi ini dilakukan dengan Teknik studi pustaka. Metode 

penelitian dalam jurnal ini berfokus pada korelasi atau hubungan antara hadits-hadits yang 

disabdakan Rasulullah Saw. dengan materi mengenai diskriminasi ras dan etnis. Selain itu 

penulis juga melakukan studi kepustakaan secara langsung pada jurnal , e-book, maupun 

buku cetak yang memiliki sumber yang relevan, yang kemudian dikumpulkan dan diriview, 

serta diidentifikasi ke konkretannya dengan kehidupan sosial yang benar benar terjadi secara 

nyata di masyarakat. 

Penelitian ini berfokus pada pembahasan korelasi antara sabda Nabi Muhammad Saw. 

dan  peraturan yang berlaku di Indonesia terkait diskriminasi ras dan etnis. Indonesia adalah 

negara yang memiliki perbedaan yang beragam mulai dari ras, etnis, agama, bahasa, 

kebudayaan dan bahasa daerah , fakta tersebut menunjukan bahwa negara kita kaya akan 

keberagaman yang bisa kita pelajari, namun disisi lain banyaknya keberagaman yang ada 

membuat peluang terjadinya diskriminasi di masyarakat terbuka lebar. Dengan adanya 

keberagaman tersebut juga membuat diskriminasi dapat terjadi dimana saja dan bisa 
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dilakukan siapa saja, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa diskriminasi tidak akan 

dilakukan oleh para aparat negara ataupun para pemangku jabatan. Diskriminasi mungkin 

dianggap sebagai hal remeh oleh sebagian orang, padahal hal tersebut bisa menjadi bencana 

jika akhirnya merambat pada masalah-masalah lain yang akhirnya akan menimbulkan 

perpecahan dan permusuhan dalam suatu negara. Diskriminasi adalah permasalahan yang 

perlu perhatian lebih dan penanganan yang segera. Maka dari itu sebagai negara hukum, 

pemerintah Indonesia membuat peraturan-peraturan terkait diskriminasi. 

Islam sudah menjelaskan terkait diskriminasi sejak berabad-abad yang lalu, ketika 

manusia bahkan belum mengenal istilah Hak Asasi Manusia (HAM), islam menolak keras 

atas terjadinya diskriminasi berdasarkan apapun. Didalam agama rahmatal lil alamin ini, 

manusia tidak dipandang secara berbeda berdasarkan ras,etni, bahasa, atau bahkan warna 

kulit, dalam islam yang membedakan manusia satu dengan manusia lain hanyalah 

ketaqwaannya pada Allah. Sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah, Rasulullah Saw juga sudah 

menecontohkan bagaimana kita perlu bersikap dalam keberagaman perbedaan yang ada, 

bahkan rasulullah memiliki sahabat dengan latar belakang, etnis, dan warna kulit yang 

berbeda dan perbedaan tersebut tidak mempengaruhi rasa sayang Rasulullah Saw. pada 

sahabat-sahabatnya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN      

Pandangan Peraturan Indonesia Terhadap Diskriminasi Ras dan  Etnis    

Sistem tatanan yang ada di Indonesia dapat terbentuk dari adanya hubungan interaksi 

sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tatanan tersebut terdiri dari keberagaman ras, 

etnis, budaya, maupun agama.(Fulthoni, Arianingtyas, Aminah, & Sihombing, 2009). 

Banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia membuka peluang yang besar untuk 

terjadinya diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu. Oleh karena itu diperlukan kontribusi 

dari masyarakat dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya diskriminasi. Diskriminasi 

berawal dari sistem peninggalan penjajahan Belanda, yang jika kita melihat lagi pada sejarah 

dapat kita temukan bahwa ketika bangsa Belanda menjajah Nusantara, bangsa belanda 

menerapkan sistem devide at empera atau biasa kita kenal dengan adu domba. Sistem yang 

ditinggalkan oleh Belanda ini masih kerap digunakan oleh para pemangku kuasa atau orang 

orang yang memilIki kepentingan politik, sehingga seringkali mengkambing hitamkan ras 

dan etnis tertentu (HRWG, 2018). 

Contoh nyata yang dapat kita lihat dari pengaruh sistem adu domba yang kemudian 

merembet pada diksriminasi yaitu ketika tragedi berdarah pada  Mei 1998, dimana orang-
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orang yang memiliki kepentingan politik mempengaruhi dan mengadu domba antara 

masyarakat pribumi dan masyarakat etnis tionghoa, orang-orang tersebut menyalahkan dan 

mengkambing hitamkan etnis tionghoa atas krisis moneter yang terjadi. Pada masa panas 

tersebut bangsa pribumi di branding sebagai rakyat yang lemah, kurang berpendidikan, dan 

memiliki kasta yang rendah, sedangkan bangsa tionghoa di branding sebagai etnis yang licik 

dan menguasai sebagian besar ekonomi di Indonesia. Pada masa orde tersebut etnis tionghoa 

memang banyak menguasai sektor ekonomi di Indonesia, sehingga ketika dilakukan adu 

domba, bangsa pribumi semakin naik pitam dan berujung pada diskriminasi yang cukup 

ekstrem bahkan sampai memakan korban jiwa (Istiqomah, 2018). 

Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak 

bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, 

bahasa, negara asal, pendapat, warna kulit, dan lainnya sudah ada sejak dulu, namun karena 

dirasa kurang dibentuklah undang-undang baru yang dapat memperkuat kembali pasal 

tersebut. Berangkat dari kejadian tersebut akhirnya pemerintah Indonesia berusaha 

menanggulangi hal tersebut dengan cara mengeluarkan kebijakan, yaitu UU Nomor 40 Tahun 

2008.(Aurelio Ekliando Kamang, Max Sepang, 2021). Dibentuknya undang-undang tersebut 

bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi juga menghapuskan terjadinya konflik yang 

disebabkan diskriminasi di Indonesia (Kamang, Sepang, & Pinasang, 2021). 

Negara hukum, merupakan salah satu label yang tertera pada Negara Indonesia. Negara 

hukum memiliki arti bahwa segala bentuk penyelenggaraan juga pelaksanaan negara tersebut 

berpegang teguh pada hukum-hukum yang ada, jadi dapat diartikan bahwa dalam setiap 

aspek maupun penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum 

yanga ada beserta turunan-turunannya. Bahkan hal ini tercantum dalam Undang-Undang 

Dasar (UUD) 1945 pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum tentunya Indonesia juga 

mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang banyak terjadi 

dalam masyarakat, salah satunya mengenai diskriminasi. Diskriminasi merupakan sikap yang 

membeda-bedakan sesama warga negara berdasarkan ras, etnis, maupu agama, sikap ini 

termasuk tindakan tidak terpuji karena dampak yang disebabkan setelahnya dapat merugikan 

pihak lain maupun diri sendiri. Menarik diri atau bahkan takut untuk bergabung dengan 

lingkungan sosial, merasa terkucilkan, dan masih banyak lainnya, hal-hal tersebut merupakan 

dampak bagi korban diskriminasi.  
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Dari kasus-kasus yang ada, terdapat beberapa diskriminasi yang sering terjadi yaitu; 

1. Ras 

Dikriminiasi dalam konteks “ras” biasanya menyerang pada perbedaan kondisi fisik 

seseorang, seperti mata, rambut, dan warna kulit. Ras di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu, 

Malayan Mongoloid yaitu ras yang memiliki kulit kekuningan hingga hitam, masyarakat 

yang memiliki ras ini berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. 

Veddoid yaitu ras yang memiliki kulit sawo matang dan bertubuh kecil, masyarakat yang 

memiliki ras ini yaitu Suku Sakai di Riau dan Suku Kubu di Jambi. Papua Melanosoid yaitu 

ras yang memiliki warna kulit hitam, masyarakat yang memiliki warna kulit ini berada di 

daerah Papua. Asiatik Mongoloid yaitu ras yang memiliki warna kulit kuning dan mata sipit, 

masyarakat yang memiliki ras ini adalah orang-orang keturunan tionghoa. Dari perbedaan 

keempat ras tersebut, kasus yang paling sering menjadi bahan diskriminasi adalah warna 

kulit. Yang bahkan memasuki ranah rasisme dan dapat dipidanakan. 

2. Etnis 

Menurut hasil survey Sensus BPS di tahun 2010, terdapat 1.340 suku yang ada di 

Indonesia. Etnis yang beragam ini juga menjadi salah satu kasus diskriminasi yang sering 

terjadi di lingkungan masyarakat. Contoh kasus diskriminasi ini pernah terjadi secara besar-

besaran di Indonesia dan memakan korban harta dan nyawa, kasus tersebut yaitu tragedi 98 

dimana terjadi diskirminasi terhadap etnis tionghoa di Indonesia. 

3. Gender 

Perbedaan gender turut menjadi salah satu kasus yang banyak terjadi di masyarakat. 

Diskriminasi gender terjadi karena masih banyak pandangan masyarakat yang beranggapan 

bahwa perempuan hanya boleh berkutat dengan pekerjaan di rumah dan tidak perlu belajar 

tinggi maupun memiliki karir kerja yang baik, sebaliknya laki-laki memiliki banyak 

kesempatan dalam mengejar cita-cita maupun karir yang diinginkan. Namun seiring 

berjalannya waktu, muncullah istilah emansipasi wanita yang memperjuangkan hak-hak 

wanita agar memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Meskipun sampai sekarang 

masih ada beberapa golongan di masyarakat yang tidak menerima pencetusan emansipasi 

tersebut dan masih menganut patriarki.(Tim Penyusun UNFPA, 2020). 

4. Kedudukan Sosial 

Hal ini banyak melahirkan kasus diskriminasi, karena bagaimanapun kedudukan sosial 

merupakan hal yang seringkali menjadi pertimbangan perkataan seseorang bisa “didengar” 

oleh masyarakat atau tidak. Kedudukan sosial juga membuat orang seolah menjadi lebih 

dihargai oleh masyarakat lain dibanding orang yang tidak memiliki kedudukan di masyarakat. 
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Namun sayangnya sering mendiskriminasi orang yang tidak memiliki kedudukan sosial di 

masyarakat sehingga bisa membuat kerukunan di masyarakat retak. 

Berdasarkan laporan-laporan terkait diskriminasi yang terjadi di atas, maka pemerintah 

berulang kali mengeluarkan peraturan tegas mengenai diskriminasi dalam bentuk apapun 

terhadap sesama warga negara Indonesia. Contohnya UU No. 40 Tahun 2008 yang mengatur 

mengenai penghapusan diskriminasi, kemudian diatur pula dalam pasal 244 KUHPidana 

menegnai pidana terhadap orang orang yang melakukan diskriminasi terhadap sesama warga 

negara. Dalam pasal 244 KUHPidana dikatakan bahwa siapapun yang melanggar dengan 

melakukan diskriminasi bisa dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling 

banyak kategori III yaitu sekitar Rp 50.000.000. 

Diskriminasi oleh Masyarakat, selain kasus-kasus diskriminasi terhadap ras dan etnis, 

masih banyak kasus dikriminasi yang terjadi di masyarakat, diantaranya: Dikriminasi agama 

di lingkungan masyarakat. Contoh kecil dari diskriminasi ini yaitu ketika seseorang melamar 

kerja di suatu lapangan pekerjaan tertentu, dan dibedakan perlakuannya atau bahkan ditolak 

karena si pelamar menganut agama tertentu. Dikriminasi terhadap Tenaga Pendidik, Tenaga 

pendidik atau Guru di Indonesia kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun 

pusat. Dapat kita lihat dengan jelas dan nyata bagaimana perbedaan pendapatan dan 

perbedaan perlakuan terhadap guru honorer dengan guru pns. Karena kurang nya perhatian 

tersebut, para guru di Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Dan karena kurangnya 

kesejahteraan yang diberikan pemerintah, seringkali masyarakat memandang para guru 

dengan sebelah mata dan bahkan tidak jarang terjadi diskriminasi terhadap para guru, 

terutrama guru honorer. Padahal guru memegang peran penting bagi bangsa. Dari fakta 

tersebut, alangkah baiknya jika pemerintah lebih memperhatikan kembali para pendidik 

generasi bangsa ini agar lebih sejahtera dan jauh dari diskriminasi. Diskriminasi Terhadap 

Jenjang Pendidikan, Pendidikan adalah hal yang penting agar seorang manusia bisa 

berkembang dan pengetahuannya mengenai hal-hal yang ada dalam kehidupan dapat 

bertambah. Sayangnya, tidak semua orang berkesempatan untuk duduk dibangku Pendidikan, 

meskipun pemerintah sudah menerapkan wajib sekolah 12 Tahun (SD, SMP, dan SMA) tapi 

masih banyak masyarakat yang terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolah karena keadaan yang 

menghimpit salah satunya himpitan ekonomi. Diskriminasi ini tanpa kita sadari sering terjadi 

di masyarakat, contoh kecilnya ketika seseorang bisa mengayomi masyarakat dengan baik 

namun ia tidak memiliki latar belakang Pendidikan yang memadai, maka biasanya orang 

tersebut akan didepan dan diganti oleh orang-orang yang mengenyam pendidikan yang 

memadai meskipun tidak bisa mengayomi masyarakat. Di zaman sekarang, latar belakang 
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Pendidikan menjadi salah satu penentu bagaimana orang memandang kita atau bahkan cara 

orang memperlakukan kita. 

Dikriminasi oleh Pelayanan Kesehatan Negara dan Aparat Negara. Diskriminasi tidak 

hanya bisa dilakukan oleh masyarakat biasa, tapi pelayan kesehatan negara dan aparat negara 

pun bisa melakukan diskriminasi tanpa disadari: Diskriminasi Pelayan Kesehatan. Pemerintah 

mengaluarkan berbagai kebijakan terkait perbaikan kesehatan masyarakat, salah satunya 

dengan diterbitkannya BPJS kesehatan. BPJS kesehatan digadang-gadang akan 

mempermudah masyarakat yang kurang mampu dalam membayar biaya pengobatan di 

Puskesmas, memang benar adanya sistem BPJS ini membantu orang-orang yang kurang 

mampu dalam biaya pengobatan. Namun sayangnya, fungsi BPJS kesehatan yang sudah 

membantu ini, membuat oknum-oknum perawat mendiskriminasi para pengguna BPJS 

kesehatan. Banyak sekali cerita dan kasus mengenai permasalahan ini, dimana perawat akan 

bersikap ramah dan baik ketika menghadapi pasien yang membayar biaya pengobatan secara 

mandiri, namun akan bersikap kurang baik dan acuh tak acuh pada orang-orang yang 

menggunakan fasilitas BPJS kesehatan yang diberikan oleh negara ini. Memang tidak semua 

perawat melakukan diskriminasi, namun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab 

membuat nama para perawat yang baik ikut tercoreng. 

Diskriminasi oleh Aparat, contoh kasus mengenai diskriminasi yang dilakukan oleh 

aparat kepada warga negara yaitu kasus pada tanggal 5 Maret 2021 dimana aparat negara 

melakukan diskriminasi terhadap sekelompok Aliansi Mahasiswa Papua (APM) yang 

melakukan unjuk rasa didepan Universitas Dipenogoro Pleburan, Semarang. Para mahasiswa 

asal papua ini mendapatkan diskriminasi verbal dan fisik, saat penangkapan para mahasiswa 

ini mendapatkan ucapan yang merendahkan derajat manusia dan sekelompok golongan etnis 

tertentu yang menyinggung juga daerah asal mereka, selain mendapat diskriminasi verbal 

para mahasiswa ini pun mendapat serangan fisik dari aparat, seperti ditendang bahkan ada 

yang ditarik paksa hingga bajunya robek, alat elektronik mereka pun disita oleh para aparat 

yang menangkap mereka. Tindakan diskriminasi tersebut sudah jelas jelas melanggar pasal 

244 KUHPidana terkait diskriminasi terhadap warga negara berdasar ras dan etnis serta pasal 

28 UUD 1945 mengenai kebebasan warga negara dalam berkumpul dan berpendapat 

(Nurhadi Sucahyo, 2017). 

Hubungan Pasal 244 KUPidana Baru dengan Diskriminasi yang Terjadi 

KUHP Belanda (Wetboek van Strafrecht) merupakan dasar aturan yang diterapkan 

pada masa penjajahan kolonial, tepatnya tahun 1886 ketika bangsa Belanda masih menduduki 

Indonesia. KUHP Belanda tersebut memiliki turunan yaitu KUHP Indonesia (Wetboek van 
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Strafrecht voor Nederlands Indie) atau dikenal dalam dunia hukum sebagai WvSNI, yang 

kemudian KUHP ini diaplikasikan sebagai dasar aturan di Indonesia oleh Pemerintah Hindia 

Belanda di tahun 1918. Yang kemudian KUHP Indonesia tersebut kembali dirubah menjadi 

Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kini kita kenal sebagai KUHPidana ketika 

proklamasi kemerdekaan telah dideklarasikan oleh Bung Karno.(Anugerah Rizki Akbari, 

Nella Sumika Putri, 2021). 

KUHPidana kemudian diubah kembali di tahun 2022 menjadi KUHPidana Baru, jadi 

jika kita hitung masa berlaku KUHPidana di Indonesia maka totalnya adala 136 Tahun. 

Perubahan yang dilakukan pada KUHPidana bukanlah tanpa arti dan tujuan, justru salah satu 

alasan perubahan dilakukan karena hal tersebut memiliki arti , makna, dan tujuan yang jelas. 

Beberapa alasan perlunya dilakukan perubahan pada KUHPidana yaitu, nilai-nilai norma  

maupun filosofi yang dianut Bangsa Indonesia jelas berbeda dengan Belanda, selain itu 

dilakukannya perubahan bertujuan agar KUHPidana Baru bisa menjadi dasar aturan atas 

kasus-kasus yang baru terjadi di masa ini dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga 

belum ada aturan yang tercantum terkait permasalahan tersebut, KUHPidana juga harus bisa 

mengikuti perkembangan zaman yang ada yang tentunya akan muncul beragam kasus yang 

belum pernah terjadi sebelumnya.(Soesilo, 1995). 

Terkait permasalahan diskriminasi, sebenarnya sudah ada Undang-Undang yang 

mengatur penghapusan diskriminasi, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 

mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang disahkan pada 10 Oktober 2008. 

Namun peraturan terkait diskriminasi kembali difollow up dalam KUHPidana Baru yang di 

sah-kan pada Tahun 2023. Peraturan tersebut tertera dalam KUHPidana Baru pada  Bab V, di 

Paragraf ke-4  terkait Pasal 244 KUHP Baru melarang segala bentuk diskriminasi 

berdasarkan ras dan etnis yang berakibat pada hilangnya hak asasi manusia dan kebebasan 

dasar. Pelaku diskriminasi ras dan etnis dapat dihukum dengan penjara maksimal 1 tahun atau 

denda kategori III  (BPHN, 2022). 

Jika ditelaah kembali terdapat perbedaan antara UU No.40 Tahun 2008 dengan Pasal 

244 KUHPidana Baru seperti perlindungan dalam peraturan tersebut tertuju pada siapa, dan 

hukuman yang diberikan oleh peraturan tersebut. Tujuan Perlindungan, Dalam UU No.40 

Tahun 2008, perlindungan yang diberikan yaitu perlindungan dalam mengajukan gugatan. 

Setiap warga negara yang mengalami dan menjadi korban diskriminasi diperbolehkan dan 

dilindungi dalam menagjukan gugatan pada tersangka, dan boleh meminta ganti rugi. 

Sedangkan dalam Pasal 244 KUHPidana Baru, masyarakat yang menjadi korban diskriminasi 

ras dan etnis mendapatkan payung perlindungan dari negara. Hukuman yang diberikan dari 
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kedua peraturan juga jelas berbeda, dalam UU No.40 Tahun 2008 tidak memberikan sanksi 

pidana pada pelaku. Sedangkan dalam Pasal 244 KUHPidana Baru, disebutkan bahwa tiap 

orang yang melakukan tindakan yang memperlakukan pembedaan, pengecualian, 

pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis bisa terkena pidana dan dikurung 

dalam jeruji (penjara) 1 tahun paling lama serta denda kategori III, sekitar Rp 50.000.000 

(Tajjudin Fathurrohman, 2016). 

Keterkaitan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan Hadits Rasulullah 

Dalam pandangan islam, diskriminasi juga sangat ditentang dan merusak hubungan 

hablu mina annas atau hubungan dengan sesama manusia. Islam diturunkan oleh Allah 

sebagai agama yang rahmatal lil alamin yang artinya menjadi rahmat bagi semesta alam, 

maka dari itu islam mengatur dengan detail berbagai aspek kehidupan manusia, baik 

mengenai hubungan dengan tuhan maupun hubungan dengan sesama manusia. Sejak berabad 

yang lalu permasalahan mengenai diskriminasi sudah dibahas dalam islam, dimana secara 

jelas islam menyatakan bahwa semua manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang 

mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah terlepas dari segala perbedaan fisik yang 

ada, yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya dihadapan Allah adalah 

ketaqwaan yang tertanam di hatinya. Bahkan kita memiliki orang yang bisa mejadi suri 

tauladan kita dalam berbagai konteks, termasuk dalam mencegah atau bahkan menghapuskan 

diskriminasi. Seperti yang kita tahu, Rasulullah Saw. memiliki banyak sahabat, dan 

Rasulullah tidak pernah sekalipun melakukan diskriminasi terhadap sahabat-sahabatnya yang 

tentunya memiliki latar belakang, etnis, dan ras yang berbeda-beda. Rasulullah juga tidak 

pernah melakukan diskriminasi pada orang-orang yang memiliki perbedaan agama, ras, etnis, 

maupun kedudukan sosial yang berbeda, bahkan yang ada, Rasulullah  mengayomi orang-

orang tersebut. 

Korelasi antara hadits Nabi Muhammad Saw. dengan diskriminasi ras dan etnis banyak 

dibicarakan di berbagai kalangan baik oleh para ahli hukum maupun para tokoh-tokoh Salafu 

Shaleh. Diskriminasi adalah kondisi dimana seseorang dikucilkan atau ditindas karena berada 

diposisi minoritas baik dalam perihal ras, etnis atau kepercayaan. Diskriminasi ras dan etnis 

bukan hanya merupakan perilaku yang tidak terpuji, namun juga melanggar Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang dimiliki oleh seseorang karena bisa berdampak negative pada 

kestabilan mental korban.(Armiwulan, Hesti, 2004). Diskriminasi juga merupakan suatu sifat 

yang menimbulkan kerugian besar karena bisa berakibat pada perpecahan, terutama di negara 

dengan keberagaman ras dan etnis seperti Indonesia. Bukan hanya salah di mata hukum 

negara, tapi diskriminasi juga salah didalam sudut pandang agama. Selain dapat memecah 
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belah bangsa dan negara, diskriminasi juga dapat merugikan pihak/korban yang 

mengalaminya.  

Selain sejarah negara, agama Islam juga turut menyikapi permasalahan ini pada 

puluhan ribu tahun yang lalu, Rasululullah banyak memberikan contoh sikap yang harus kita 

ambil terhadap diskriminasi yang terjadi.Jika dilihat dari segi hadis, dapat dibedakan menjadi 

dua bagian, yaitu positif dan negatif. Bisa menjadi negatif jika hadits atau sabda nabi tersebut 

ditelan bulat-bulat tanpa memahami dan mengkaji lebih dalam makna dan kegunaan Hadis 

tersebut. Dan bisa menjadi positif jika kita memahaminya secara menyeluruh sesuai dengan 

makna sebenarnya dan tujuan sebenarnya hadis tersebut.  

Jika kita telaah kembali, keterkaitan hadits dengan permasalahan diskriminasi dapat 

dibagi menjadi 3 (Syachrofi, 2019). Yaitu: 

Larangan memulai salam kepada non-Muslim,  

Anas bin Malik berkata, 

  ِ َّဃ ِبِرَسُول يهَُودِىٌّ  .    –صلى الله عليه وسلم    –مَرَّ  عَلَيكَْ  السَّامُ  ِ  فَقَالَ  َّဃ ُصلى الله عليه وسلم    –فَقاَلَ رَسُول–    »

  ِ َّဃ ُألاََ نَقْتلُُهُ قَالَ    –صلى الله عليه وسلم    –وَعَليَْكَ » . فقََالَ رَسُول ِ َّဃ َأتَدَْرُونَ مَا يَقوُلُ قَالَ السَّامُ عَليَْكَ » . قَالُوا يَا رَسُول »

 « « لاَ ، إِذاَ سَلَّمَ عَليَْكُمْ أهَْلُ الْكِتاَبِ فَقوُلُوا وَعَليَْكُمْ 

 

“Ada seorang Yahudi melewati Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu ia 

mengucapkan ‘as saamu ‘alaik’ (celaka engkau).” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

lantas membalas ‘wa ‘alaik’ (engkau yang celaka). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

lantas bersabda, “Apakah kalian mengetahui bahwa Yahudi tadi mengucapkan ‘assaamu 

‘alaik’ (celaka engkau)?” Para sahabat lantas berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika 

kami membunuhnya saja?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jangan. Jika 

mereka mengucapkan salam pada kalian, maka ucapkanlah ‘wa ‘alaikum’.” (HR. Bukhari no. 

6926) 

Makna konteks dalam hal ini adalah ucapan salam umat Nasrani dan Yahudi pada masa 

Nabi yang sering menyimpangkan assalamualaikum menjadi “mikum” kepada Nabi. Yang 

arti atau maknanya adalah betapa tidak adilnya anda.(Muhammad Abduh Tuasikal, 2011). 

Maka dari itu muncullah larangan untuk mengawali ucapan salam pada non-muslim, 

sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah.  
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Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 

وهُ إِلَى أضَْيقَِ  هِ لاَ تبَْدءَُوا الْيهَُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإذِاَ لقَِيتمُْ أحََدَهمُْ فِى طَرِيقٍ فاَضْطَرُّ  

 

“Jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nashrani. Jika 

kalian berjumpa salah seorang di antara mereka di jalan, maka pepetlah hingga ke 

pinggirnya.” (HR. Muslim no. 2167) 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyapa orang kafir dengan salam, baik 

itu memulai salam atau membalasnya. 

Kebanyakan ulama terdahulu dan modern melarang umat Islam untuk memulai salam 

kepada orang kafir.(Islamwebnet, n.d.). Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW 

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang 

Yahudi dan Nasrani." (HR. Muslim). Imam Nawawi, seorang ulama terkemuka, berpendapat 

bahwa larangan dalam hadis tersebut menunjukkan keharaman bagi umat Islam untuk 

memulai salam kepada orang kafir. Beliau menegaskan bahwa memulai salam kepada orang 

kafir adalah perbuatan yang haram. Penting untuk dicatat bahwa terdapat pendapat lain dari 

beberapa ulama yang membolehkan memulai salam kepada orang kafir. (Syarh Shahih 

Muslim, 14: 145).  

Hadis Pengusiran non-Muslim dari jazirah arab,  

Salah satu hadis yang menjadi rujukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim: 

 

دُ بْنُ رَافِ  اكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثنَىِ مُحَمَّ حَدَّثنَاَ عَبْدُ   –وَاللَّفْظُ لَهُ    –عٍ  وَحَدَّثنَىِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثنََا الضَّحَّ

ِ يَقوُلُ أخَْبَ  َّဃ ِبيَْرِ أنََّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد اقِ أخَْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ أخَْبَرَنىِ أبَُو الزُّ زَّ ِ  الرَّ َّဃ َرَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أنََّهُ سَمِعَ رَسُول -

يَقوُلُ « لأخُْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أدَعََ إِلاَّ مُسْلِمًا  - صلى الله عليه وسلم  

 

Menurut Zuhair bin Harb, sebuah hadits yang diriwayatkan melalui beberapa rantai 

transmisi, menceritakan kisah Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab 

mendengar Nabi Muhammad (saw) bersabda: “Saya pasti akan mengusir orang-orang Yahudi 

dan Kristen dari dunia. Jazirah Arab sampai tidak ada seorang pun (di dalamnya) kecuali 

umat Islam.” 

 

konteks hadits ini berlaku pada masa Nabi Saw. ketika menjabat sebagai khalifah, 

dalam hadits ini orang Arab yang bersangkutan adalah umat Nasrani dan Yahudi yang 
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mengingkari perjanjian piagam Madinah dan mengkhianati Rasululullah Saw . Keputusan 

pengusiran tersebut bertujuan sebagai salah satu upaya rasul untuk memastikan negara yang 

dipimpinnya terhindar dari perpecahan dan orang-orang yang mengkhianatinya. 

Untuk memahami hadis pengusiran non-muslim lebih tepatnya kaum Yahudi dari 

Jazirah arab, kita perlu mencoba untuk memahami hadis tersebut melalui pendekatan geografi 

dan keadaan sosial. Jika dilihat dari segi geografis, tidak semua wilayah jazirah arab dilarang 

dimasuki oleh bangsa Yahudi.Para ulama memerinci daerah jazirah arab yang tidak boleh 

dimasuki oleh non-Muslim (Yahudi). Imam Malik dan Syafii memiliki pandangan yang 

mewajibkan mengeluarkan orang kafir dari jazirah arab, mereka tidak diperbolehkan untuk 

tinggal [menjadi penduduk tetap]. 

Imam syafi’i berpendapat untuk mengkhususkan hukum ini pada daerah Hijaz dibatasi 

dengan Makkah, Madinah, Yamamah dan tidak termasuk di dalamnya Yaman dan selainnya. 

Mereka menyatakan bahwa orang kafir yang melakukan pelesir dan tidak tinggal di atas tiga 

hari boleh tinggal di Hijaz. Imam Syafii juga menyatakan khusus mekah dan Masjid al-

Haram, tidak diperbolehkan menetapkan atau memasukan orang kafir/non-muslim. Para 

ulama umumnya melarang orang Yahudi dan Nasrani untuk memasuki wilayah Hijaz, yaitu 

Makkah dan Madinah. Namun, di luar wilayah tersebut, orang Yahudi diperbolehkan tinggal. 

Pengusiran orang Yahudi dari Madinah bukan didasari oleh perbedaan agama, melainkan 

karena alasan politik. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Yahudi 

terhadap umat Islam. Sejarah menunjukkan bahwa pengusiran orang Yahudi dari Madinah 

terjadi karena mereka tidak mematuhi perjanjian yang mereka buat dengan Rasulullah SAW. 

Selain itu, mereka juga mengabaikan tugas-tugas yang tercantum dalam perjanjian dan 

melakukan tindakan agresif terhadap Rasulullah SAW.(Masiyan, Muhammad Syachrofi, 

2023).  

Larangan Berteman dengan non-Muslim,  

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْينَْظُرْ أحََدكُُمْ مَنْ يخَُالِلُ 

“Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah 

siapa yang akan menjadi teman karib kalian”. (HR. Abu Daud no. 4833, Tirmidzi no. 2378, 

Ahmad 2: 344). 

 

 

 



 
 

e-ISSN: 3032-5218; dan p-ISSN: 3032-2960, Hal. 283-299 
 

Berdasar hadits diatas kita dianjurkan dan diperintahkan agar mencari teman dari yang 

beriman. Dari Abu Sa’id, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 لاَ تصَُاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأكُْلْ طَعاَمَكَ إِلاَّ تقَِىٌّ 

 

“Janganlah bersahabat kecuali dengan orang beriman. Janganlah yang memakan 

makananmu melainkan orang bertakwa.” (HR. Abu Daud no. 4832 dan Tirmidzi no. 2395). 

Kesimpulan dari kedua hadits diatas, kita diperbolehkan berteman dengan non muslim 

sebagai hubungan hablu mina annas, karena kita memiliki hak untuk berteman dengan 

siapapun dan dengan latar belakang apapun. Hal tersebut didukung oleh dalil Qs. Al-

Mumtahanah ayat 7-8, dimana makna dari ayat tersebut kita harus berlaku adil pada orang 

yang tidak dimusuhi oleh islam, atau dalam kata lain kitab oleh berteman dengan orang yang 

tidak menjadi musuh bagi islam.(Mujtahid & Ali Hasan Assidiqi, 2023). Namun kita juga 

dianjurkan untuk memiliki ‘teman dekat’ atau sahabat yang beriman dan shaleh, agar ketika 

kita salah mereka siap untuk mengingatkan dan menuntun kita untuk kembali ke jalan yang 

benar, dengan tetap mengahragi dan berteman biasa dengan teman teman lain yang berbeda 

agama tanpa membeda-bedakannya.(Kaslam Kurnia, n.d.) 

Kasus-Kasus terkait Diskriminasi  

Penting untuk kita untuk bisa memahami kasus-kasus terkait diskriminasi ras dan etnis 

yang terjadi di Indonesia. Diantara sekian banyak kasus bersejarah mengenai diskriminasi rsa 

dan etnis yang pernah terjadi di Indonesia, kasus inilah yang paling banyak ter-highlight dan 

termasuk kedalam salah satu tragedi berdarah Indonesia yang paling diingat karena memakan 

korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Kasus tersebut adalah Kerusuhan Mei 1998, 

Peristiwa tragis yang menargetkan etnis Tionghoa di berbagai daerah di Indonesia. Latar 

belakang terjadinya kasus ini karena terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang 

memicu kemarahan dan kerusuhan sosial di Indonesia. Kemudian mulai digembar-

gemborkan sentimen anti-Tionghoa karena dianggap sebagai penunggang ekonomi yang 

cukup besar di Indonesia dan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi 

di Indonesia. Tak berhenti hanya disitu, media massa dan elit politik juga ikut memainkan 

perannya dalam menyebarkan stereotip dan ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa. 

Sehingga kemarahan tersebut meletus di berbagai daerah di Indonesia dan terjadilah tragedy 

yang tidak diinginkan. Etnis Tionghoa menjadi sasaran utama dalam kekerasan, 

pemerkosaan, pencurian harta benda, bahkan pembunuhan.(Hesti Armiwulan 

Sochmawardiah, 2013). 
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Jika kita telaah kembali kasus ini, hal yang menjadi akar permasalahan awal kasus ini 

adalah adanya prasangka dan stereotip yang menyeleweng mengenai etnis Tionghoa yang 

diedarkan di publik, sehingga public menilai etnis Tionghoa sebagai kelompok yang kaya, 

rakus, dan tidak faithful kepada Indonesia. Media massa dan elit politik melakukan 

penyelewengan infomasi dan provokatif mengenai etnis Tionghoa. Kegagalan aparat penegak 

hukum juga menjadi salah satu hal yang disayangkan, karena aparat bukan hanya bertugas 

melindungi negara tetapi melindungi rakyat negaranya juga.(Purdey, 2006). Upaya 

Penyelesaian dari kasus ini diantaranya, sudah melakukan proses hukum, namun hanya 

sebagian pelaku kekerasan saja yang diadili, sisanya masih bebas berkeliaran  dan lolos dari 

jerat hukum. Pemberian kompensasi pada korban juga sudah dilakukan oleh Pemerintah, 

namun para korban menilai jumlah kompensasi tersebut tidak memadai. Dan upaya yang 

masih kita perlu teruskan dan perjuangkan sampai sekarang adalah rekonsiliasi, atau upaya 

untuk membangun kemabli kepercayaan terhadap sesama etnis. 

Penulis juga memiliki alasan yang kuat mengapa dari sekian banyak kasus, kasus ini 

yang di follow up dan dikaji kembali dalam jurnal ini. Beberapa alasan tersebut diantaranya 

karena, kasus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di tahun 1998 merupakan salah satu 

tragedi terkelam di Indonesia yang berkaitan dengan diskriminasi ras dan etnis. Memahami 

dan mengkaji kembali kasus ini agar akar permasalahan dan dampak yang sudah kita ketahui 

dari kasus ini dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Kasus ini juga 

menjadi pelajaran bagi kita semua terkait bahaya prasangka, stereotip, dan ujaran 

kebencian.(Alo Liliweri, 2018). 

Upaya Pencegahan Diskriminasi di Indonesia 

Meski memiliki beragam suku bangsa dan etnis, rakyat Indonesia memiliki komitmen 

kuat untuk mencegah diskriminasi ras dan etnis. Upaya ini dilakukan melalui berbagai 

langkah, baik melalui penegakan hukum, maupun edukasi dan pemberdayaan 

masyarakat.(komnas HAM, 2016). 

Beberapa upaya negara Indonesia dalam mencegah diskriminasi ras dan etnis: 

1. Penegakan Hukum 

Pembentukan Lembaga Penegakan Hukum seperti Komnas HAM. Komnas HAM dan 

lembaga negara lainnya berwenang untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan terkait 

diskriminasi ras dan etnis. Pengawasan dan Penindakan juga perlu diperhatikan kembali, 

Aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran 

terhadap UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Penegakan hukum terhadap kasus-
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kasus diskriminasi ras dan etnis terus dilakukan untuk memberikan efek jera dan melindungi 

korban.(Denny JA, 2013). 

2. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kampanye Anti-Diskriminasi, Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) 

melakukan kampanye anti-diskriminasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan 

mengajak masyarakat memahami tentang dampak dari diskriminasi pada ras dan etnis. 

Pemahaman akan Hak Asasi Manusia juga sebuah ide cemerlang yang dapat dimasukkan 

kedalam kurikulum sekolah untuk membekali generasi penerus bangsa yang paham tentang 

HAM dan toleransi. Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat juga perlu diberdayakan dimulai 

dari hal hal kecil seperti akses bekerja, berpendidikan, dan hal lainnya.(Triyanto, 2012). 

 

KESIMPULAN  

Hadits dan Pasal 244 KUHP Baru secara tegas melarang diskriminasi ras dan etnis. 

Hadits Nabi Muhammad Saw. menekankan persamaan dan persaudaraan semua manusia, 

terlepas dari ras dan etnis mereka. Hadits-hadits seperti " Semua orang adalah sama di 

hadapan Allah, apapun ras dan etnisnya. Satu-satunya hal yang membedakan orang adalah 

kesalehan dan pengabdian (ketaqwaan) mereka kepada Allah. " menjadi landasan moral 

untuk menolak diskriminasi. Pasal 244 KUHP Baru memperkuat larangan diskriminasi ras 

dan etnis dengan ancaman hukuman pidana. Kombinasi antara Hadits dan Pasal 244 KUHP 

Baru menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk memerangi diskriminasi ras dan etnis. 

Hal ini penting untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan toleran. Penting untuk 

dicatat bahwa masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap diskriminasi ras 

dan etnis. Stigma, prasangka, dan kurangnya pengetahuan tentang hukum dapat menjadi 

hambatan bagi korban untuk melapor dan mendapatkan keadilan. Upaya edukasi dan 

penegakan hukum yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa Hadits dan Pasal 

244 KUHP Baru dapat diimplementasikan secara efektif dan melindungi hak-hak semua 

orang tanpa diskriminasi.  
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